
BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

UNTUK JENIS PELAYANAN SERTIFIKASI DAN TABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum telah diatur tarif Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 ayat (3) Undang-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Menteri Dalam Negeri memberikan hasil konsultasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, sebagaimana dimaksud dalam Surat menteri
Dalam Negeri Nomor 974/2502/SJ tanggal 23 April 2018
Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan;

c. bahwa sesuai hasil konsultasi Menteri Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada huruf b, jenis pelayanan
sertifikasi dan tabel tidak termasuk obyek Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang Untuk Jenis Pelayanan
Sertifikasi dan Tabel;

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta
Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Timbang, Takar dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 3329);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah,  terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat
Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Ditera
dan Ditera Ulang  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1565);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-
DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur,
Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam
Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 41 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG UNTUK JENIS
PELAYANAN SERTIFIKASI DAN TABEL.
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Pasal 1

Ketentuan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang untuk jenis pelayanan Sertifikasi dan Tabel yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83) pada nomor urut 4
diubah sebagai berikut:
4. Sertifikasi dan tabel:

a. Biaya sertifikasi/surat keterangan Rp. 0,00;
b. Biaya tabel Rp. 0,00.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di  Magetan
pada tanggal 7 Agustus 2018

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD

GATOT GUNARSO
Diundangkan di Magetan
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002


